PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI DI SULTENG AKAN DIPERKETAT

Sumber: https://sulteng.antar anews.comy

Palu (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawes Tengah (Sekda Sulteng) yang juga K etua
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sulteng, Moh. Hidayat Lamakarate menyatakan
akan berupaya mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi secara ketat.

Langkah itu dilakukan karena pihaknya masih menemukan oknum yang menyal ahgunakan pupuk
bersubsidi bantuan pemerintah.

“Ada yang tidak berhak menerima pupuk subsidi, malah dapat. Akibatnya yang seharusnya
menerima berteriak karena tidak dapat,” katanya saat membuka acara temu tugas peneliti
penyuluh Badan Litbang Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern di Palu, Senin.

Dampaknya, ujar dia petani sulit meningkatkan produktivitas hasil panen karena terpaksa harus
membeli pupuk non subsidi.

"Itu karena biaya produksi menjadi melonjak dan berakibat berkurangnya pendapatan dari hasil
panen,” sebutnya.

laberharap upayatersebut dapat mencegah penyal ahgunaan pupuk bersubdisi ol eh oknum-oknum
yang tidak berhak sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan petani di Sulteng.

Selain itu, Hidayat menambahkan untuk meperbaiki pembangunan di sektor pertanian butuh
sinergi dengan berbagai pihak yang terkait.

"Pembangunan pertanian maju mandiri memerlukan kesiapan dari seluruh aspek, untuk itu
peneliti dan penyuluh pertanian memiliki peran yangat penting,”" ujarnya.

Sumber Berita;

1. https://sulteng.antaranews.com, “Pengawasan Pupuk Bersubsidi di  Sulteng Akan
Diperketat”, Senin, 17 Februari 2020.

2. https://terbaiknews.net, * Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Sulteng Akan Diperketat”, Senin,
17 Februari 2020.
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Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

1. Berdasarkan Pasa 1. Pupuk Bersubsidi adadlah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan
Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36,
Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Sektor Pertanian
adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. Program Khusus
Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melaui Dinas yang
membidangi pertanian Kabupaten/K ota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya
tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan
dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber
daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Petani
adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya
tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk
budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala
tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan
ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau
udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak
dipersyaratkan memiliki izin usaha. PT. Pupuk Sriwidjgja (Persero) adalah Perusahaan
Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim,
PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Produsen adalah Produsen Pupuk
dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjgja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk
Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk
anorganik dan organik. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen
berdasarkan Surat Perjanjian Jua Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,
penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah
tanggung jawabnya. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan
dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Bdli
(SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung

2
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/Catatan Berita



hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya. Surat
Perjanjian Jual Beli, sdlanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang
mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer
yang memuat hak dan kewajiban masing-masi ng dalam Pengadaan dan Penyal uran Pupuk
Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT.
Pupuk Sriwidjaja(Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor. Penyal uran adalah
proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Sriwidjgja (Persero) sampai
dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir. Wilayah tanggung
jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok
Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini 11, Lini 11, sampai dengan Lini 1V yang
ditetapkan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero). Rencana Definitif Kebutuhan Keompok
Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk
Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas aread usaha tani yang
diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota
Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET)
adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di Lini
IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian. Lini | adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah
pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini 1l adalah lokasi gudang Produsen di wilayah
Ibukota Provins dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
Lini 111 adalah lokas gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota
yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini 1V adalah lokasi gudang atau kios
Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
Distributor. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang
anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Komisi Pengawas Pupuk
dan Pestisida (KPPP) adal ah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk
dan pestiisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh
bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Menteri adaah menteri yang
menyel enggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Gubernur adalah Kepala
Daerah Provins sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
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mengenai Pemerintahan Daerah. Bupati/Walikotaadal ah Kepala Daerah Kabupaten/K ota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan
Daerah.

2. Berdasarkan Pasal 17. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyal uran Pupuk Bersubsidi
meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Pelaksanaan pengawasan
dilakukan sebagai berikut: PT. Pupuk Sriwidjaa (Persero) melakukan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri
mulai dari Lini | sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat
jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu; Produsen melakukan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini |
sampai dengan Lini 1V sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah,
harga, tempat, waktu, dan mutu di wilayah tanggung jawabnya; Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida di tingkat Propins yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan
pemantauan dan pengawasan pel aksanaan pengadaan, penyal uran dan penggunaan Pupuk
Bersubsidi dari Lini | sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil
pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada
Produsen penanggung jawab wilayah; Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisidadi tingkat
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah
kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada
Produsen penanggung jawab wilayah; Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan
pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provins dan Kabupaten/K ota
diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; Tim Pengawas Pupuk
Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan
dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini | sampai dengan Lini IV serta
mel aporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyel enggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
pengawasan langsung atas pel aksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi; h.
Kepala Dinas Proving yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan
pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah
kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
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Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan Kepaa Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan
penyaluran dan ketersedisan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan
kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provins yang membidangi perdagangan.
Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran
Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjgja (Persero), Produsen, Distributor, dan
Pengecer dilakukan oleh: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang
ditunjuk; Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; Kepaa Dinas
Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pegjabat yang ditunjuk;
atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/K abupaten/K ota. Dalam hal adanya
bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi,
Pejabat dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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